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PUTUSAN
Nomor 1280/Pdt.G/2022/PA.Sby
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Maret
2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, dengan
Nomor 1280/Pdt.G/2022/PA.Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah
sah tanggal 04 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.
394/005/V/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kenjeran Kota
Surabaya;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak,
bernama ANAK KANDUNG (Surabaya, 14 November 2016);
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3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan
bukti foto copy Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama
Surabaya, Nomor :2237/AC/2021/PA.Sby ;

4. Bahwa akibat dari perceraian tersebut, kini anak yang bernama dan telah
dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG (Surabaya, 14
November 2016), berada dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan
biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan
dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 2.000.000, oleh
karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan
nafkah untuk anak tersebut per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri
dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap
tahunnya;

6. Bahwa karena anak masih di bawah umur dan untuk kepentingan pecah
KSK maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang
bernama ANAK KANDUNG (Surabaya, 14 November 2016) hak
pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat.

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar : mengurus Nafkah
Anak.

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan

Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat

dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

— Mengabulkan gugatan Penggugat;

— Menetapkan pemeliharaan dan pendidikan (hak hadlonah) atas anak
yang bernama : ANAK KANDUNG (Surabaya, 14 November 2016)
adalah hak Penggugat;

— Menghukum Penggugat untuk memberi nafkah pemeliharaan, biaya
pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang
ditaksir per bulan sejumlah Rp 2.000.000, per bulan sampai anak
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tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10

(sepuluh) persen setiap tahunnya;

— Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat
dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan
surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa:

A.SURAT:

1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, bermaterai
cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup, telah
dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2237/AC/2021/PA.Sby atas nama
PENGGUGAT dengan TERGUGAT, bermaterai cukup, telah dicocokkan
dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, bermaterai

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi

tanda P 4;
B.SAKSI:
1. SAKSII

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

ibu kandung Penggugat;
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- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri,
telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG lahir di
Surabaya tanggal 14 November 2016;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada
tanggal 18 Mei 2021;

- Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut berada dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena
untuk nafkah anak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernghasilan Tergugat tiap bulannya;

- Bahwa Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik;

2. SAKSIII

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
teman Penggugat;

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri,
telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG lahir di
Surabaya tanggal 14 November 2016;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada
tanggal 18 Mei 2021;

- Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut berada dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena
nafkah anak;

- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Tergugat tiap bulannya sebesar
Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Penggugat mampu mendidik anaknya dengan baik.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulanya yaitu tetap
dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada
berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di
persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil
secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut
hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara
ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian
sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat
(P-1 sampai dengan P-4) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4, telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh
karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888
KUHPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, didasarkan
pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan
keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka
berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto Pasal 76
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah
memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut
dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan
prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim
dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak
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hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG
lahir di Surabaya tanggal 14 November 2016 ditetapkan pada Penggugat telah
terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya petitum angka 2 gugatan
Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan
antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu Penggugat tetap
harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan
kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama ANAK KANDUNG lahir di
Surabaya tanggal 14 November 2016 sekarang ini secara faktual berada dalam
penguasaan Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 patut
dikabulkan;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan
nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima
ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan
dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang
Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149
(d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta
sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz Il halaman 177 yang
berbunyi:

Mllaas Y e oF
Artinya: “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi
dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin
bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim
berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10%

sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, hal
mana dari masing-masing saksi tersebut tidak ada satupun saksi yang
menerangkan tentang tabiat Tergugat yang kurang baik dan kasar terhadap
anak, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka
keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil
gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat selama berumah tangga sering
bertabiat kurang baik dan kasar terhadap anak serta sering melakukan
kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia tidak keberatan
dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat bertemu dan mengajak anak
Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan
Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah
tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
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3. Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG lahir di Surabaya tanggal 14

November 2016 berada dalam hak hadhonah Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

4.1. Nafkah Hadlonah kepada anak bernama ANAK KANDUNG Iahir di
Surabaya tanggal 14 November 2016, sejumlah Rp.1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua orang anak tersebut dewasa
atau berumur 21 tahun dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10% dari
pokok nafkah setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga Kkini
dihitung sebesar Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Samarul
Falah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dr. H. Tamat Zaifudin,
Drs, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hij. Siti
Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,
Drs. H. Samarul Falah, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Drs. Syahidal. Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



j putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

@f’c« Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hj. Siti Suriya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 500.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

HIm.9 dari 9 him.Put No.1280/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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